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Konsep Perlindungan Hukum
Bagi Pemodal Di PasaM&meébddng Perubahan
Undangndang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

Oleh
Tito Sotyan

SUMMARY

Protection for investor is the crucial issue because it h
many evidence mistlsee of company s resources for extensive
Moreover, there are also the case of $PATk sllocet, scca$iargin
securities fraud, market madnsudeirianalfogk market is about
trust, if it lose, the markemndaviill wolllppf$ect the other sector, ma
economic semadangndang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar
(UUPMs one of the legal order to support the deubWdFMnent of e
have regutategs that very important in activitagkeitn securii
especially the regulation of protectilomwdpahienee sdoa. still
problems that have not been regulatesdipkoporséeniawy,
and the needs for further explanation for the existing norm.

The consept thaewnal/dbred to increase the protection for i1
is to make UUPM give stronger legal framework in the futul
regulation of the protection of investor s right as the guarant
law that is needed bwiithy éliorsteéaximize the transparency of
information for go public conpuddjwoanmarnfygrthat have not go
public 8t Make Good Corporate Governance refer to the princ.
2001 as reference for U¥Pdmooualisasi stock marketheo increas
transparency of informationtéedmanalgiegment as ad) eheity, (
development of reporting system and the disclosure of data ele

A.PENDAHULUAN

Perlindungan pemodal merupakan satu kata kunci di Pasar
dungamerupakan kebutuhan dasar pemodal yang harus dijamin
nyadi dalam peraturan perdadgagejak November 1995, Pasar
Modal Indonesia mengalami perubahan fundamental yang c
pengesahan U8Jthlbun 1995 tentang Pasar Modal dan berlaku ef
awal 1996. Dengan lahirnya UU Pasar Modal ini diharapkar
terhadap pemodal dapat ditingkatkan dan dengan sendirinya a
kepercayaan masyarakat. Ada beberama HatiydbgPrmasadadtodal
ini. Sebeentujumemberikan Aragaé wyahg kokoh dengan kekuatan

!Dr. Tito Sofyan, S.H., M.S., Staf Pengajar pada Fakultas Huk
Bengkulu
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hukum yang lebih tinggi dibanding preyatjwrgab es makisim
meningkatkan transmptautaesjamin perlindungan terhadap pemodal.

Sebagiaamsar perusahaan yang menawarkan sahamnya mela
Modal, sebelum menawarkan sahamnya merupakanmmeraisahaan k
saham dan manajemennya dikuasai olelffae/erapa)parang
Setelah menawarkan sebagian sahamnya, nséeirsg tkuatl impeesrilns ah a a
menganut pola manajemen yang hampir sama dengan sebelum
sahamnya. Ini semestinya tidak enogah teglaklikah penawaran
umumberarti perusahaan menawarkan sahamnya melalui Pa
menyebabkan jumlah pemegangsabhham yang bersangkutan berta
bah besar. Konsekuensi lebih lanjut dari perubahan status
semakin intensnya perhatian berbagai pihak terhadap pelapora
oleh perusahaan sehingga dengan demikian perbsdtkaan diharap
dituntut untuk lebih fransparan.

Perlindungan pépreodeadang saham di pamarupa#édah) hal
yang krusial karena pada banyak negara ditemukan bukti adal
nyalahgunaempropriatianas sumhberber daya perusahaan yang
berlangsung secara @dksdaksakpropriagiamg dilakukan oleh
pengelola perusahaan berupa manipulasi laba, penjualan asset
praktekransper pricdag semestinya, pengetaaakelwaanya
tidak berkualitasajjh@abaampperusahaan, pembayaran gaji atau kom
yang berlebihan padadekskdaitihya.

Perlindungan vyang dimaksudkan tidak untuk memberiks:
bagi pemodal yang mengalami kerugian oleh karena misaln
runan harga saham di bursa, akan tetapi lebih dikaitkan ¢
informasi yang,exnlkgikat wianto dhegpada para pemodal. Dengan
informasi ini diharapkan para pemodal dapat mengetahui ke:
an yango pubdizn keadaan pasar yang penting artinya sebagai

dalam mengambil keputusan investasi.

UU NomorThhun 1952 tentang Bursa; Keppres Nomor 52 Tahu
tentang Pasar Modal berikpé ruédraharhayma .

]I Putu Gede ArWénmupu Pasar ModaX ahmdbearm.Sad Satria Bhakti,

Cetakan Pertama, Jakarta, 2000, him. 91.

‘Akma SyakhroBeast Practice Corporated@barariKameek Lokal
Perbankan Inddfsasiaph®.06 Th.XXXIl Juni 2003.
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Selain btanyak kasus pasar modal yang muncul seperti ka:
hilang, kadwst selkiaigus laporan paldf@lkasiwysit /ssaerta
insider tra#liaigdksasus tersebut merugikan kepentingan Pemode
seharusnya dilindungi. Tinklaslsmnyarkabus tidak terlepas dari kura
berfungsinya otoritas pasar modalKygBadBapEPpamawas Pasar
Modalembaga Keuangan) yang belum melakukan//penegakan |
enforcemesrtdara konsimeeyebabnya bisa saja karena belum
peratarr yang mengaturnya secara secara proporsional, bisa ju
pertentangan norma, atau norma yang mengaturnya kurang jelas

Mekanisme perdagangan saham di pasar modal merupakan
maka dari itu perlindungan dan kepastiame hakiku pmalsaginsedad p
mutlak dibutuhkan. Pasar modal sebagai suatu pusat ekonom
mendapat kepercayaan masyarakat akan runtuh, dan akan be
sektor lain. Oleihuse@masmr modal harus diawasi secara ketat.

Di dalam LaporamntadhuMNairhaida, Ketud KBapempparbut
kan

&.. Dtiahun 2011, jumlalpemeriksaammgditangani
Bapepdmmengalami penind&Eta0k,asuditahun2010,
menjadi k@d8uPdari jumlah 178 kasus tersebut diantaranya 5
telah seleéamaidikenakan sanksi administralti€d dbeth aBBapepam
perintah untuk melakukan tindakan terte@nhakkgpada pihal
melakukan pelanggaran, 4 kasus ditutup demi hukum karence
adanya pelanggaran terhadap peratodamgame rindadang
pasar modal, 81 kasus telah selesai pada tahap proses per
masih menunggu proses pengenaan sanksi dan proses lebih
kasus masih dalam proses Pemeriksaan. Dari 178 kasus p
kasus terkait tramsaksmbaga Efek, 78 kasus terkait Emiter
Perusahaan Publik, dan 19 kasus terkait pelanggaran di bid
investdsi

Fuad Rahmany mengemukakan bahwa Undang Undang P:
perlu direvisi, karena selama ini Bapeplhamisaiahu dakanm mui
pelaksanaan tugasnya. Sehingga, penyelidikan yang- dilakukanr

nya tuntas. Ada keterbatasan hukum, sehingga manipulasinya s

Dengan adanya revisi Undang Undang Pasar Modal tersebut, Ba

*Terry M. Chuppe dan MicReelu/mitkoms of Securities Markets Son
Rescue Trend and their Implications ForP &licergRregefamkens,
Paper, The world bank, WashAh99@n ddaddam Jusuf Anwar, 4&bp. Cit. him.
*BapepdmAnnual Reporthithi1184.
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mudah ngeisut kasus, Sespdeir trademgin itu dengan revisi Undang
Undang Pasar Modal, Bapepam akan dapat mengikuti MoU d
regulator pasar modgVnsedmateonal of Security Orgdmization//O &
mana penyelidikan yang harutsakreymbbattpkar data dengan piha
negara lain akan menjadi lebih mudah."Kita pernah ke Hon
penyelidikannya buntu karena data di sana tidak bisa diberikan
MoU, Bapepam tidak memiliki hak untuk melihat reekening da
dicurigai melakukan pelanggaran. Bapepam tidak punya hak U
accoundengan revisi Undang Undang Pasar Modal akan men

Bapepam dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan penyelidi

B.RUMUSAN MASALAH

Dengan demikian, permasalahan yang akan dibahas di dal
ini tulisan ini dapat dirumuskan Babagmarmakakukaksaep
yang dapat dikembangkan dalam pengaturan perlithdakngan huku
pemodal di pagdatialam Undmigng Pasar NMeoda&lpan ?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini merupakan penelitian yang bersifat n
di dalam penelitian ini hanya menggunakan data sekunder, y:
disebut bahan hukum yang bepsidakrimpBihhamdhan hukum
bersifat no/mpmasikriptif ini, digunakan terutama untuk-mengkaji p
an hukum yang terkait dengan substansi hukum positifnya seca
hanya terhadap-nmomaa tetapi juegesaasasan -millai yang

terkamnlg di dalamnya).

D.PEMBAHASAN
1.Esensi perlindungan pemodal

Esensi dari perlindungan terhadap pemodal adalah untuk
Pasar Modalfgategatur seimbang dan efisien sehingga akan mem

lindungan keeadedal terhadap praktik bisnis yang tidak sehat

‘Pernyataan Ketua -BKpefFrammd Rahmany, di Gedung BEI, Jakarta ,
(12/8/2009http://economy.okezone.com/read/2009/08/dm@bnid3/247492/dr
mermupasanodahasithisempurnakaakses 21 Agustus 2010.

created with
Y nitro™" professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional



jujur. Perlindungan yang dapat diberikan pemerintah dalam sua
adalah memberikan jaminan bagi pemodal untuk memperoleh |
lengkap mengenai resiko invespasi yang dihada

Terlepas dari resiko normgaanariebkamnian dengan investas
yang dilakukan pemodal, terslikmatainsijkong mengharuskan pemer
tah untuk memiliki kewenangan khusus dalam mengatur dan me
Risiko yang termasakad@lanmeksebut menyangkut:

Pertamentegritas finansial para/meramadrar/dsatuk
melindungi pemodal dalam hal integritas finansial para peranta
Bapepam harus menetapkan persyaratan modadymiaimaimm dan sy
seprti standar pencatatan, penyimpan saham, pengawasan, da
minimum. Perlindungan terhadé&pakeind gialter meaiar/disatur
dalam UUPM ke depan berupa dana jamimeam owadi guweamanlele
funx

Kedupenipuan sabaouitfes frpu@enipufaag@dsudah- se
cara jelas didefinisikan dala-smmndatradp WwidamgPidana (KUHP). Aka
tetapi dalam rangka menjalankan fungsinya untuk melindungi pe
perlu diberi wewenang untuk investigasi daamimearyeket pelak
pengadilan. Alasan kewenangan tercwedtiteskaramgangkut
teknik tinggi dan memerlukan keahlian khusus untuk dapat mer
pengadilan. Penipuan saham yang paling umum adalah menggt
taan yang salah ateainyas@tkan yang mengakibatkan suatu pihak
beli atau menjual saham. Dalam rangka memseatarst/i&kemungki
fraudlU Pasar Maeddkepharus mengatur sanksi yang berat bagi
saja yang tanpa izin bertidihak cab agaerseidRatar Modal
dan bahkan dikenakan sanksi yang lebih berat bagi siapa sa
aktivitas penipuan.

Ketigmanipulasi pagaket manipyl/atéamodal di Pasar Modal
berhak mengetahui bahwa harga yang dibentuk di baissa merupa
permintaan dan penawdrmdrhwkarng harga yang dibentuk dari ha:
kolusi. Jika harga yang terbentuk merupakan hasil manipula
tersebut bukanlah parameter investasi yang tepatkeDalam UU

depanBapepam harus memidirkg wetwk memonitor pasar agar dag
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dideteksi kemungkinan adanya aktivitas manipulasi dan meng¢
benarenar terjadi.

Keempaketentuan emiten. Keterbukaan di Pasar Modal te
tujukan kepada keterbukaan perusahaan wamgymedawarkam sa
Modal atau emiten. Emiten dituntut untuk mengungkapkan info
keadaan bisnisnya termasuk keadaan keuangan, aspek hukum,
harta kekayaan perusahaan kepada masyarakat. Informasi vy
haruslah informakijaymaimgkebenaranya, dibawah tanggung jawab
Apabila terdapat informasi material untuk diketahui masyarak
nyata tidak diungkapkan seluruhnya atau salah dalam mengung
menimbulkan kerugian bagi pemodal, herkangmintgnawajlbbatas
kerugian yang diderita masyarakat pemodal. Dalam ini terda
transparansi dan adanya jaminan atas kebenaran informasi c

implisit terkandung unsur perlindungan badi masyarakat pemodse

2.PerlindungddmkunPemodalelalKieterbukaan Informasi

Prinsip dasar UU Pasar Modal adalah bahwa pemerintah se
terlibat dalam keputusan investasi, sehingga peran pemerintah
kan jaminan bahwa pemodal dapat memperolefakndoygmasi dan f
relevan untuk membuat keputusan investasi. Yang demikian yan
keterbukaan informasi//ptdimsgi/msanat oleh seluruh Pasar Moda
didunia.

Sebelum dilakukan penawbdilanPasarmModal dan peraturan
Bapepam, harus mewajibkan suatu pernyataan pendaftaran ter
keuangan yang telah diaudit, gambaran umum perusahaan, urais
emiten, evaluasi tentang risiko usaha, keterandagal/tentang |
opinioggjarah umum perusahaan, daketleebargamgahain yang
penting dan relevan dengan ancaman hukuman tertentu bila ti
kannykBenawfan saham tanpa menqygjatkeeam peerndaftaran kepada
Bapepam atau melakukannya sabalpmndafhyen menjadi efektif

merupakan tindakan melawan hukum dengan ancaman sanksi yal

8Ary S1Qa. cihal. 98.
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Setelah penawaran umum dinyatakan efektif, emiten teta
nyampaikan informasi secara befrklatlea ydeamg fa&tas relevan dan
penting merkydnigeja&kiajmdian dalam perusahaan yang dapat me
ngaruhi keputusan ihwvfeosrtmasi yang perlu diungkapkan kep:
masyarakat pemodal oleh emiten pada dasarnya dibedakan me
yaitu informasi keuangan yang terdiriacatahapanadake temgah
tahunan dan inforthkasamgan yang berupa informasi mengenai ke
penting yang dapat mempengaruhi keputusan investasi.

Prinship// disc/éeswwajud jika informasi yang disampaikan k
pemodadérmpakan informalsénymandan memadai bagi pemodal, sehin
dapat digunakan sebagai dasar pengambilanAk&putesan inves
syaratd&a// disc/okamat diterapé&alpaan, kesalahan atau ketidak
cukupaw// disclosapaberakibat dijatubskarkmpjialana, dada
maupun admirbiagdsémiten, penjandimekmisperusahaan, komisaris,
pemegang saham utama, akuntan atau konsultan hukum, notar
penilai yang terlibat dalam penaSed@argkameudagangan
sahamnya dapat dilé&ukts//stari Pasar Modal.

3. Perlindungan Hukum Pemodal Melalui PeG@®ub@aogemn
rate Governdhce

Penerapan tata kelola perusahaan ini tidak hanya dipert
dunia usaha secara umum tetapi juga secara khupas sangat p
ngembangan industri Pasar Modal. Sebagai regulalad¢ Pasar Mo
memiliki kewenangan dalam menentukan kebijakan dan menetay
peraturan. Hingga saat ini, PeratrasmcBrapepaumm teiah meng
akomodasi ppinsspp yankganeung dal@erporate Governance
PrincipNeesmun demikian praktik internaGoopatadebi@angrnance
terus berkembang demikian pesat sehingga menuntut dilakukar
terhadap ketentuan dan peraturan dibidang PasarniModal yani

terutama UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

°/bighlm 14®@4.

1o im Studi, Studi PenerapransiBE642p04 Dalam Peraturan
Bapepam Meng€waporate Governdnewpartemen Keuangan Republik
Indonesia,Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, 2006
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Sebagai acuan praktik sistem tata kelola yang-baik Komit
ngacu pada ppinsspang diterbitka@rgdehsation for Economic Co
operation and DevéOdp@diyrang merupakan salah satu lembaga
memegang peranan penting dalamGpewg&m banmamc aintuk
pemeriah maupun dunia usaha. REfFGHmand&eluarkan -prinsip
prinsi@orporate Govepadac®lei 1999 dan telah direvisi pada |
Desember 2004. Prin€grpvagae Goveyaagceikeluad k@D
pada tahun 2004 mencakup:

a. Memastikan kerangka pecpembraarga@ovegrarag edektif;

b. Hak Pemegang Saham dan Fungsi Utama Kepemilikan Saha
. Perlakuan yang sama terhadapafPameg
. Perandnakeho/dara@orporate Governance

. Keterbukaan dan Transparasi;

- ® a o

Tanggung Jawab Dewan (Komisaris dan Direksi).
prinsppinsip tersebut menjadi acuan dalam pengkajian baik
teoritis maupun prakteknya khusushy@® a@rngRagiam Moidédertujuan
untuk melihat sejauh mana ketentuan dan peraturan di Bidan

dapat secara berkelanjutan membEorpamadcer@owvamnance

4 Perlindungan Hukum PeMelbdli Demutualisasi EBeksa
Indonesia

Wacana tentdaemgutualisasi Bursa Efek di Indonesia telah
beberapa lama. Dalam rangka demutualisasi, Bursa Efek Jakart
Surabaya telah terlebih dahulu melakukan merjer menjadi Burs
(BEl). Demutualisasi pada intinyanaamaiaha pleemis@dqi@taan dan
kepemilikan suatu Bursa Efek. Struktur kepemilikan bursa beru
kepemilikan yang terbatas pada anggota bursa, menjadi struk
yang lebih luas. Proses demutualisasi akan diikutegsirubahan c
dari orientasi notap@fmenjadi berorientasi laba.

Salah satu negara di Asia yang telah menerapkan demut
efekadalah Hong Kong. Demutualisasi di Hong Kong diaw
penggabungan dua Bufsae Btekk ExchangeKohgtaviHpng
Kong Futures Exchangeettantigd, perusahabnKkliergrities
Clearing Company Limited, H.K. Clearingd@6&itpldKaOphidnsmited
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Clearing House Limited, pada bdlan Maret 2000.

Ada beberapa factor yang memg@ldoukhagmanp dan demutua
lisasi bursa di Hong Kong: evolusi global, kecenderungan inte
perdagangan, kemajuan teknologi, pasar yang semakin terbu
bursa berlandaskan keanggotaan, struktur pasar yang terfragm
ubahan tekndeomgutualisasi dapat meningkatkan transparansi
dan sekaligus kualitas tata kelola bursa sebagai suatu badan
lisasi juga memungkinkan bursa untuk meningkatkan partisipasi

Pada umumnya bursa yamlgameirrjgdes demutualisasi tidak |
menjadihembership orgamizativdak lagi berpredik&e/febagai
Regulatory Orgap$ra@¥alaupun demikian, bursa dapat memper
beberapa keuntungan melalui langkah demutualisasi, antara lait

l1.Bermotiencari lawrafi{ mptigehingga diharapkan men
dorongorporate goverylmamgelebih baik, dan menciptakarl
manajemen bursa yang semakin profesional dan kompetitif.

2.Kepemilikan saham tidak terbatas pada anggota, dan mem
jadinyangalihan saham secara bebas jika dichtatkan di Bur

Seperti beberapa bursa di luar negeri, sebaiknya demutual
Indonesia dan lembaga penunjang lainnya seperti Kustodiar
Indonesia (KSEIl) dan Kliring Penjeesina(KEEdk dmgpan segera
dilaksanakan. Beberapa faktor yang mendorong demutualisa:
kebutuhan dana pengembangan,Gpedin@Qkmatanate Gaovernance
pengembangan produk, pengembangan infrastruktur, peningkat
dan pengemb&ragan Modal yang berkelanjutan.

Terdapat empat model demutualisasi Bursa Efek dan lembe
yang dapat diterapkan dalamdmelaksaliaasid/rEel)t demutua
lizatiof2Ynvestment holding, cBppengting holding company non
SREOSe/f Regulatory Oryadxateperating holding company SRO

Modedlirect demutvameatypakan demutualisénsasmasing

lembaga secara terpisah. Akibatnya kepemilikan bursa dan len

Y wanadi Bfwta, DemutualBarsia Elfrekonesia , lembaga Manajemen
Fakultas EkondmtiptJlwww.google.co.id/#FlFpighdalfaretmutualisasi+

bursat+saham+oleh+dr.+irwan+ddkiselsapdtPebruari2012
pid.
Ybpid
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tidak sama, sehingga memungkinkasi@hgagisigdkerinbaga yang
tidak terintegrasi karena perbedaan kémeansimgan. hdbdiely
compamydalah demutualisasi dimana pemegang saham Bursa
lembaga penunjang€smemaamendirikan perusahaan induk yang h
berfungsi sepemagagang saham mayoritas. Perusahaan-induk hany
kan kegiatan investasi dan menetapkan kebijak@aeramomn. Pada
holding company neet@8&®haan induk akan melakukan kegiatar
mendukung kegiatan perusahaan anaksyastiudlaeng keet@ira tiamrvgas a
pendukung bagi perusahaan anak, namun perusahaan induk ti
kegiatan sebagai SRPperdoagl hol/ding $BROpgErusahaan induk
menjalankan kegiatan yang mendukung perusahaan anak dan se
kan kegiatdmagai SRO.

Pemilihan alternatif model demutualisasi dapat diidentifil
dan model demutualisasi lembaga Bursa Efek negara lain. Beb¢
perlu diperhatikan antara lain: aspek kepemilikan, aspek tata k
dan opeiranal, aspek sumber pendapatan, aspek sumber daya n
aspek teknologi informasi. Berdasarkan kajian BAPEPAM tahun
model demutualisa®¥ipanadely Hol/ding CompadiniNoinefH A al

untuk diterapkan di PasarsMeodal Indone

5. Perlindungan Hukum Bagi RermaoldalPelaporan Elektronik
(Electronic Repgriting

Dalam industri keuangan pada umumnya dan Pasar Modal
nya, keberadaan dan kelengkapan informasi merupakan suatu
penting kameengadi dasar dalam pengambilan keputusan investa!
dan calon pemodal akan memiliki kesempatan yang luas dan
menentukan pilihan investasinya, jika tersedia informasi yang |
bendf.

Sebagaimana juga disebutkaateala®engembangan Umum
Cetak Biru Pasar Modal In2®0hesire 2000bangan teknologi inform

T'im Studi Tentang Penyajian Data Elektronik UnSnkdPelaku Pas
Tentang Penyajian Data Elektronik Untuk B e fakrde Raenamdbmdal
Republik Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, Proyek Peningkat
Modal, Tahun 2003, hal. 1.
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yang sedemikian pesat juga telah mempengaruhi bidang keu
timbulnya beragamnionoavsisbaru yang pada akhirnya menimbulka
kat paisgan yang tajam. Mengantisipasi perkembangan tersebt
ngawas Pasar Modal (Bapepam) telah menetapkan-suatu inisi
ngembangkan penguasaan teknologi informasi yang-dapat ment
bangan Pasar Modal Indonesia. Telmblodikeewmpadgkan antar
lembaga di Pasar Modal sehingga akan memiliki efek kemaju
Melalui pengembangan tersebut digranapik ake ternibekpa/m (
sunedan penergpad coroporate gotataakekola perusahaan yang
baik)Japdat lebih diterapkan.

Salah satu bentuk inisiatdrB8alpetpaadalah mulai- diperguna
kannya sarana imtebsgtal@lam penyebaran informasi-yang yang
kaitan dengan aktivitas pangawasan Pasar Modal oleh Bape
informasi telgitkkachisanasyarakat umum dan pemodal dapat me
secara mudah dan gratis. Informasi yang disajikan diantara
Bapepam, peraturan serta ketentuan Pasar Modal, kegiatan pe
siaran pers, data dan statistikmaarfaipeygumeseluruhan infor
masi tersebut dapat dilihat di website Bapepam dengan
http://www.bapepam.go.id.

Di samping hal tersebut, Bapepam sebenarnya masih men
untuk meningkatkamampreyay&epada publik dan pemodal. Salah s
adalah yang berhubungan dengan masalah penyajian keterbuk
yang disampaikan kepada Bapepam oleh para pelaku pas
telah diwajibkan oleh peraturan yang berlakuadRéaht®ran dimal
aturan Nomor X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi yang F
Diumumkan Kepada'Pdkamo@®@lraturan Nomor X.K.2 tentang Kewa
Penyampaian Laporan Keudfhgan Berkala.

Dalam perkembangannya, Bapepam sampai saat ini beltl
siste pelaporama@myajian informasi yanglalamana&inyebarluas

kan informasi mengenai Keterbukaan Informasi dan-Laporan K

eputusan Ketua Badan Pelaksana Pasar Modal nomor kep. ¢
tentang Keterbukaan Informasi yang Harus Segebdibiumumkan Kepade

'%eputusan Ketua Badan Pelaksana Pasar Modal nomor kep.
tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala .
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sud. Selama ini Pihak pelapor masih memanfaatkan-cara manue
kan pelaporan kepada Bapepauot. jEbas Hhetsmb memberikan hasil
yang optimal. Beberapa kendala yang mungkin mengakibatka
adalah belum adanya landasan hukum yang jelas dan mengikat
pelaporan yang terstandar, tata cara dan prosedur pelaporan
sertlheterbatasan sumber daya yanpgememadrakhungersebut. Salah
satu alternatif yang dapat meningkatkan kemampuan Bapepam
ngani pelaporan tersebut adalah pengembangan sistem pelapor:
data secara ele&teocni&nic mgpeyEfem

Sistem tersebut telah diterapkan oleh beberapa lembaga p
Modal negara lain dan ternyata efektif dalamdimefdsgkeatkan pi
sehinggé&an dicapai peningkatan keterbukaan informasi yang
Pasar Modal sengkateagma peranan Pasar Modal bagi pembanguna
nat!

Banyak organisasi telah mengandalkan sistem pelaporan
(paperaséddalam mengumpulkan data dan informasi. Namun ketil
an untuk pengumpulan data meningkat sescdapotragamem@jragen
lebih kompleks, sistem pelaporan secara manual sudah menjadi
Hal ini berkaitan dengan makin terbatasnya sumber daya yang
mengolah laporan tersebut dan kualitas data yang dihasilkan
sebt.

Proses pelaporan secara manual tidak hanya mahal, tapi j
menciptakan kesatajvaan membutukéktu penelaahan yang lebih
lamatifmeonsumingiap daeltan diinput ulang secara manual ke d
computer atau data base sehingga akan mengakibatkan keterlal
paian informasi secara cepat kepada pemodal.

Pengelola pelaporan elektronik harus meyakinkan bahwa |
pek hukum berkesesmugpdanadpek keamanannya. Salah satu hal
harus dipertimbangkan adalah masih jarangnya kaidah hukum
pelaksanaan sistem pelaporan elektronik.

Untuk memastikan hal tersebut, pihak penyelenggara sist
elektronik harus mekegdardelkeasn data elektronik dibandingkan dol

'Tim Studp,., Chtm 3.
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konvensiomaparased syypteebagai alat bukti di dalam masalah hu
Selain itu masalah yang berkaitan dengan otentifikasi dan integ

perlu mendapat perhatian bagi pihak penyelenggara.

C.KESIMPULBHNN SARAN

1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan permasalahan c
UUPM ke depan perlu membfeairkanwieammd lebih kuat
mengatur perlindungan térakapap ndekllalui
a.Transparansi informasi yang maksimaberagi hpeearm
akan maupun gepaib/icsebagai jaminan adanya ke|
yang dibutuhkan oleh pemodal

b.Menjadikan pginssppood Corporate Gowawrgameagacu
PrinsPpins@ECR2004 sebagai rujukamrmeamidangndar
Pasar Modal.

c.Perlindungan hukum pemodal juga dapat dilakukz¢
Bursa Efek, sebab demutualisasi dapat menir
informasi dan sekaligus kualitas tata kelola bu1
usaha.

d.Dalam upaya meningkatka&imscpowwysaipg efektif, perl
aturan sistem pelaporan keuangan dari emiten

sistem pelaporan dan penyajian dataedect il elet

syst@m

2. Saran
Berdasarkan hasil penelitiamemibempé&naolisselaac

berikut :

a. AgalPresiden bersama DPR sebagai peurbdarigksé
melakukan perubahatyrndrecagn®lomor 8 Tahun 1995
Modal terkait dengan-kiedeertummngenai fungsi, pe
kewenangadaB Otoritas Bdabar(meskdpmgan UU Nor

Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Ba

created with
Y nitro™" professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional



14

dengan OJK namu+atatanmaryang melandasi kinerjan
sama) sebagai pengawas pasar modal dan bursa e’
penyelenggardagengan afekr penerapan perlindur
terhadap pemodal bisa ldbngaptmealperhatikanndat
yang diterbitkan kemudian yaitu UU Nomor 21 Tah
Jasa Keuangan dan UU Nomor 40 Tahun 2007 tterste
Masih perlunya dilakukan penelitian lebih lanjut
terhadap aspek hukum lain dari pasar modal sepc¢
aspek hukum administrasaspdak Rskhek yang terkan

prinsppinsip GCG yang lain.
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